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BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR  51   TAHUN  2009

T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN BANTUL 

BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa Kabupaten Bantul merupakan daerah rawan bencana, maka untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, terencana dan terpadu, maka perlu membentuk organisasi perangkat daerah yang handal dan berdaya guna, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan  Tata  Kerja  Badan  Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan  Penanggulangan Bencana Daerah;

c. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/3328/SJ, perihal Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang  Nomor    8  Tahun  1974  tentang Pokok-pokok     Kepegawaian sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang   Nomor   43   Tahun   1999   tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1974;

3. Undang-Undang   Nomor   10   Tahun   2004   tentang Pemben- tukan      Peraturan      Perundang-undangan;

4. Undang-Undang   Nomor   32   Tahun   2004   tentang Pemerintahan  Daerah sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir dengan   Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   2008;

5. Undang-Undang   Nomor   33   Tahun   2004   tentang             Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat dan    Pemerintahan    Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan     Bencana;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman        Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah;  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi   Perangkat   Daerah;

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 Tahun  2008  tentang Penyelanggaraan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan  Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana;

13. Peraturan  Presiden  Nomor 8 Tahun  2008 tentang Badan       Nasional Penanggulangan Bencana; 
14. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  57  Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

15. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  46  Tahun 2008         tentang  Pedoman  Organisasi  dan  Tata  Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;




M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                   KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

4. Badan  Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan  Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut BPBD.

5. Kepala Badan  adalah Kepala Badan  Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB II 

PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

BAB III

SUSUNAN, KEDUDUKAN  DAN TUGAS  
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas :
a. Kepala;

b. Unsur Pengarah, terdiri atas :

1. Pejabat Pemerintah Daerah Terkait; dan

2. Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli.

c. Unsur Pelaksana, terdiri atas :

a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat Pelaksana;
  c. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
d. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
e. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

(2) Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

(3) Pengaturan unsur pengarah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Unsur Pelaksana BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

(5) Unsur  Pelaksana  BPBD    dipimpin  Kepala  Pelaksana  yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.
(6) Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

 Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 4

(1) BPBD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang  Kepala  Badan  yang  berkedudukan   di bawah  dan  bertanggung  jawab kepada Bupati.

(2)  BPBD mempunyai tugas :
a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; 

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 

e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BAB IV

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

Pasal 5

Kepala   Pelaksana   BPBD   dalam   melaksanakan   tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai   tugas   melaksanakan   penanggulangan   bencana   secara terintegrasi meliputi :
a. pra bencana;
b.  saat tanggap darurat; dan 

c. pasca bencana.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) BPBD menyelenggarakan  fungsi :
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal  8

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian  Unsur Pelaksana BPBD melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
b. pengkomandoan  Unsur  Pelaksana  BPBD  dilaksanakan  melalui  pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
c. pelaksanaan kegiatan Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

(1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi BPBD yang membutuhkan ketrampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok jabatan fungsional di kabupaten dan kecamatan sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

(4) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.

(5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB  VI

TATA KERJA
 Pasal 10

BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja serta wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
Pasal 11
Kepala  Pelaksana  BPBD berkewajiban  memberikan  petunjuk, membina,  membimbing  dan  mengawasi  pekerjaan  dari  unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam lingkungan kerjanya.
Pasal 12

Sekretaris dan Kepala Seksi dalam lingkungan  BPBD  wajib  mengawasi  bawahannya  dan  mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila  terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
                                                                 BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

(1)  Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Pelaksana secara ex-officio dijabat oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul.

(2)  Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Bantul secara ex-officio dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul.

(3)  Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul.

(4)  Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bantul secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Wawasan Kebangsaan, Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul.

(5) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Bantul secara ex-   officio dijabat oleh Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul.

BAB  VIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal  14
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Kabupaten Bantul diatur oleh Kepala BPBD Kabupaten Bantul.
Pasal  15
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 166 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Bantul dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal  16
Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
                                                        Ditetapkan di Bantul

pada tanggal                       2009

BUPATI BANTUL,

M.  IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor


Tanggal



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


                    GENDUT SUDART0


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BANTUL
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